
WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR , 2 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAI.ANOKA RAYA 
NOMOR 13 'l'AHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan 

basil guna pemungutau Pajak Hotel berdasarkan 
Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah 
dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu 
wu"li1kuki:rn J)enlbahan Pet'i\turan Oaerah Kot.a Pa.lartgka 
Raya Nomor 13 Tahun 2010; 

b. bah·.va berdasarkan penimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah teniang Perubahan Atas Peraturan Da~rah 
Kota Palangka Raya No.mor 13 Ta.bun 20 l 0 tentang 
Pajak Hotel. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Penlbentukan Kotapradja Palanglca Raya{lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 48 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2753); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'fahun 1981 :'.llomor 76, Tambahan Lemba.ran Negal·a 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4.2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Noinor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Net!'ara Republik Indonesia Nomor 3987); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. IJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesi.a Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali ~iubah, tcrakhir dcngan Undang­
Undang Nomor 12 'fahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tiihun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te11tang 
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dae.rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Ne~ara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ket.iga Atas Unrlang-Undang Nomor n Tahun 
198~1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pcrpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4740); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '.2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah tLembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan 
(Len1baran Negara Repubtik 1ndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambi:ihan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) scbagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1983 tentang Pel.aksanaan Kitab Undang­
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5145); 



3 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indono:sia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penjualan Baning Sitaan Yang DikecuaJikan 
Dari I>enj-uslan Secara. Lelang Ow.<Un Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Pakaa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcniang 
Penge,lolnan Keua.ngo.n Daerah (Lembatan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Perat<Jran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemcrintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Than 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
R~publik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambah.an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

18. Peraturan Daerah Kata Palangka Raya Nomor 07 Tahun 
2011 tentang Organsasi dan Tata Kerja Dinas 
Penciapatan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Pala:igka Raya Tahun 2011 Nomor 07J. 

Dengan Pcn:1etujuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PALANGKA RAYA 
dan 

Mcnetapkan 

\VALIKOTA PALANGKA RAYA 

M.EMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANQ 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA 
RAYA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL. 
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Pa~all 

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 13 Tahwi 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Palangka 
Raya Tahun 2010 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; 

Pasal 36 

(2) Tanggung jawab opcrasional Peraturan Daerah berada pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. 

Pasalll 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. 

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pcraturan Daerah ini dcngan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Pa.langka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal ;::2 ,;,,l:l. 20~ 3 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 22 ,-:-:, 1 1 ? () 1 3 

WALIKOTA PAL.I\NGKA AYA 

B.M. RIB.AN SATIA 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALAN"GKA RAYA, 

..#---
/' 

lKHWANUDilf 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 


